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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan faktor yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian adalah pemahaman mengenai penatausahaan aset tetap. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang dengan sasaran 42 SMP Negeri se-Kota Padang. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dalam bentuk soal pilihan berganda. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun secara parsial pemahaman Kepala Sekolah masih di bawah rata-rata (Tidak Paham) sedangkan pemahaman Pengurus Barang di atas rata-rata (Paham). Dari lima faktor yang dianalisis dengan Regresi Logistik, hanya umur dan jumlah kali pelatihan yang mempengaruhi Pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai Penatausahaan Aset Tetap. Dengan memperhatikan faktor umur dan meningkatkan jumlah kali pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.
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THE FACTORS THAT AFFECT THE UNDERSTANDING OF HEADMASTERS AND GOODS MANAGERS ABOUT ADMINISTRATION OF FIXED ASSETS IN THE ENVIRONMENT OF PADANG CITY EDUCATION DEPARTMENT

By: CITRA LIZA


Abstract
This study aims to measure the understanding and factors that affect the understanding of Headmasters and Goods Managers about the administration of fixed assets in the Environment of Padang City Education Department. This study used quantitative descriptive method. The variable is the understanding of the administration of fixed assets. The population in this study is all school in the Environment of Padang City Education Department with the target of 42 State Junior High School of Padang City. Data collection used questionnaires in the form of multiple choice questions. The statistical test results show that overall the Headmasters and Goods Managers has understood the administration of fixed assets accordingly Domestic Minister Regulations Number 19 Year 2016, but partially the Headmasters understanding is still below average (not understand) while the Goods Managers understanding is above average (understand). Based on five factors analyzed by Logistic Regression, only the age and times number of training affect the  Understanding of Headmasters and Goods Managers about the Administration of Fixed Assets. By observing the factor of age and increasing the times number of training is expected to improve the understanding of Headmasters and Goods Managers about the administration of fixed assets in the the Environment of Padang City Education Department.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Semua hak dan kewajiban milik daerah harus dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya. Aset/keuangan daerah yang paling berharga adalah barang milik daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik maka perlu pengelolaan barang milik daerah yang baik pula. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus didukung dengan perangkat peraturan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Peraturan teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud, tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan mempunyai nilai yang signifikan dalam penyajian di neraca. Oleh karena itu, aset tetap harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah (Yusuf, 2013). 
Untuk mendapat informasi akurat mengenai barang milik daerah/aset tetap, maka pelaksana terendah di tingkat pemerintah daerah (yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD) harus mampu menatausahakan barang milik daerah/aset tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengguna barang menurut PP Nomor 27 tahun 2014 adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah, yang pada pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pengguna barang milik daerah adalah kepala SKPD. Untuk membantu pengguna barang dalam pelaksanaan tugasnya maka dibentuklah sebuah jabatan fungsional yaitu pengurus barang. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016). 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membawahi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah kewenangannya. Dalam urusan laporan barang milik daerah, Kepala Sekolah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang di wilayah tugasnya, dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengurus Barang Sekolah. Andalnya laporan barang milik daerah Dinas Pendidikan ditentukan oleh keandalan laporan barang milik daerah pada sekolah-sekolah.
Untuk mencapai keandalan informasi laporan barang milik daerah, pengguna/kuasa pengguna barang dan pengurus barang harus memahami  penatausahaan aset tetap. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat (Sudaryono, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman meliputi: usia, pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, dan informasi (Sudaryanto, 2012).
Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2012) menyoroti tentang evaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang yang belum dapat mencapai kesesuaian 100 persen (capaian 62 persen) menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Kendala yang teridentifikasi adalah keterbatasan data pendukung, sosialisasi peraturan masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap pegawai.
Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Kasubid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, penatausahaan barang milik daerah/aset tetap Kota Padang hingga saat ini masih belum tertib dan memadai. Salah satu permasalahannya adalah adanya perbedaan laporan barang milik daerah oleh pengurus barang pada sekolah-sekolah dengan Dinas Pendidikan. Diduga masalah terjadi karena Kepala Sekolah dan Pengurus Barang tidak paham dengan aturan penatausahaan barang milik daerah/aset tetap, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Pentingnya Kepala Sekolah dan Pengurus Barang paham dengan aturan tersebut agar penatausahaan aset tetap terlaksana dengan baik. Jika tidak paham disangsikan penatausahaan aset tetap akan terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang Mengenai Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang”.
B. Masalah Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah? 
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah?

II. TINJAUAN PUSTAKA



A. Keuangan Daerah
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting (Yusuf, 2013) yaitu:
1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah,
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.
Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
B. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tercermin dari besarnya alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien. Halim (2007) juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah. 
C. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Barang milik daerah adalah barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Barang milik daerah yang berasal perolehan lain yang sah terdiri dari: (1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, (2) barang yang diperoleh sebagai prosedur dari perjanjian/kontrak, (3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, (4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menurut Yusuf (2013), barang milik negara/daerah atau aset daerah terbagi atas: aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Sholeh dan Rochmansjah, 2010).
Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut (Sholeh dan Rochmansjah, 2010): azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan azas kepastian nilai. 
Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa pejabat pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, Kepala Daerah dibantu oleh:
1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola.
2. Kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit pengelola barang milik daerah selaku Pembantu Pengelola.
3. Kepala SKPD selaku Pengguna.
4. Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna.
5. Penyimpan barang milik daerah.
6. Pengurus barang milik daerah
	
D. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan mempunyai nilai yang signifikan dalam penyajian di neraca. Oleh karena itu, aset tetap harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah (Yusuf, 2013). 
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasikasikan sebagai berikut:
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
Aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari sembilan jenis (Yusuf, 2013), antara lain:
a. Alat-alat besar
b. Alat-alat angkutan
c. Alat-alat bengkel dan alat ukur
d. Alat-alat pertanian/peternakan
e. Alat-alat kantor dan rumah tangga
f. Alat-alat studio dan komunikasi
g. Alat-alat kedokteran
h. Alat-alat laboratorium
i. Alat-alat keamanan
3. Gedung dan Bangunan 
Aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari:
a. Bangunan gedung 
b. Bangunan monumen
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan terbagi atas:
a. Jalan dan jembatan
b. Bangunan air/irigasi
c. Instalasi 
d. Jaringan
5. Aset Tetap lainnya 
Aset tetap lainnya terbagi atas:
a. Buku dan perpustakaan 
b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan 
c. Hewan/ternak dan tumbuhan 
6. Konstruksi dalam pengerjaan 

E. Penatausahan Aset Tetap
Penatausahaan menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian prosedur penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah (Yusuf, 2013). 
Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Tujuan pembukuan adalah agar semua barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP). DBP/DBKP adalah daftar yang memuat informasi barang yang dimilki oleh masing-masing pengguna/Kuasa pengguna. 
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan kartu inventaris barang (KIB). Pembantu Pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam daftar barang milik daerah (DBMD). Pengguna/Kuasa pengguna dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format :  KIB-A: Tanah, KIB-B: Peralatan dan Mesin, KIB-C: Gedung dan Bangunan, KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB-E: Aset Tetap Lainnya, dan KIB-F: Konstruksi dalam Pengerjaan.
Selain melakukan kewajiban di atas, Pengguna/kuasa pengguna berkewajiban dan berwenang menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan, sedangkan Pengelola/pembantu pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk/type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Barang milik/kekayaan negara yang dipergunakan oleh pemerintah daerah, dicatat dalam buku inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola. 
Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari APBD atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain. Termasuk barang milik daerah adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah/badan usaha milik daerah/yayasan milik daerah. Dalam hal ini, pimpinan perusahaan daerah/badan usaha milik daerah/yayasan milik daerah wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada Kepala Daerah, dan Kepala Daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut.
Kegiatan inventarisasi bisa dilakukan melalui sensus barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengelola dan pengguna setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Teknisnya pelaksanaan sensus bisa melibatkan pengurus barang SKPD dengan melakukan koordinasi dengan pembantu pengelola dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. 
Pelaksanaan sensus barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sensus barang milik daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan sensus barang milik daerah.
Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam DBP dan DBKP. Kuasa Pengguna Barang (Kepala Unit Kerja) harus menyampaikan laporan pengguna barang setiap semester, tahunan dan 5 tahunan kepada Pengguna Barang. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (yaitu Sekretaris Daerah). Pembantu Pengelola (yaitu Kepala Bagian Perlengkapan) menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan lima tahunan dari masing-masing SKPD, baik jumlah mapun nilainya, dan membuat rekapitulasinya. Hasil rekapitulasi ini digunakan sebagai dasar penyusunan neraca daerah.
Hasil sensus barang milik daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat daftar mutasi barang (bertambah atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi bertambah atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester dicatat secara tertib pada laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang. Dalam laporan ini, selain mencantumkan jenis, merek, tipe, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama enam bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. 
Terdapat 2 laporan mutasi barang, yaitu laporan mutasi barang semester I (1 Januari – 30 Juni) dan semester II (1 Juli – 31 Desember). Kedua laporan mutasi barang ini akan digabungkan menjadi daftar mutasi barang selama 1 tahun. Selanjutnya akan dibuat daftar rekapitulasi mutasi barang. Daftar mutasi barang selama 1 tahun tersebut disimpan di pembantu pengelola. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi), akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 
F. Pemahaman
Djamarah (2010), menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk memahami sesuatu yang berarti mengetahui terlebih dahulu tentang sesuatu hal serta melihatnya dari berbagai segi apakah dengan menguraikan, menerangkan, atau memperluas arti suatu istilah. Sudaryono (2011), menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.
Pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari hafalan. Pemahaman seseorang terhadap suatu konsep dapat dilihat dari jenis-jenis pemahaman yang dimilikinya. Pembagian tiga kategori pemahaman menurut Sudjana (2010) antara lain: pemahaman terjemahan, penafsiran, dan eksplorasi.
Sudaryanto (2012) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman terdiri atas: faktor internal (usia, pengalaman, intelegensia, dan jenis kelamin) dan faktor eksternal (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, dan informasi). Djamarah (2010) mengemukakan faktor lain yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan belajar siswa adalah: faktor internal (dari diri sendiri berupa jasmaniah, psikologis, fisik dan psikis), dan faktor Eksternal (dari luar diri berupa sosial dan budaya).
G. Penelitian yang Relevan
Setyaningsih (2012) melakukan studi eksplorasi yang membuktikan hasil empiris bahwa pemahaman aspek umum dan struktur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2010 aparatur pemerintah dan anggota DPRD Kota Surakarta ternyata masih rendah. Mustika (2012) melakukan penelitian kualitatif menggunakan studi kasus, melakukan evaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintaha Kota Padang yang belum dapat mencapai kesesuaian 100 (capaian 62 persen) menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. 
Joniger (2012) dengan teknik analisis deskriptif mengemukakan evaluasi dalam prosedur penarausahaan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantah Tengah belum berjalan maksimal sesuai dengan harapan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Sujarwo dan Halim (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan adanya lima faktor yang melandasi inventarisasi aset tetap, yaitu faktor pendataan, pengkodean, faktor pengelompokan, faktor pencatatan dan faktor penilaian. Parnala (2015) juga telah melakukan penelitian yang membuktikan bahwa masih banyak kekurangan yang dihadapi oleh pengguna barang dan pengurus barang dalam menghadapi perubahan basis akuntansi terkait dengan aset tetap di Pemerintah Kota Solok. 
H. Kerangka Pemikiran

Permendagri No.19 Tahun 2016
(Pengelolaan Barang Milik Daerah)


	Penatausahaan Aset Tetap

Kuasa Pengguna
Pengguna Barang
Pengurus Barang


	Pengurus Barang Sekolah
Kepala Sekolah

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGURUS BARANG MENGENAI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG





 Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
B. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pemahaman penatausahaan aset tetap. 
C. Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari informan penelitian yaitu seluruh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dalam bentuk kuisioner.
D. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang, dimana sasarannya adalah SMP Negeri se-Kota Padang yang berjumlah 42 sekolah. Total populasi adalah 42 x 2 orang = 84 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah sampel jenuh. Semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel, yaitu sebanyak 84 orang. 
E. Teknik Analisa Data		
Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Melakukan penyebaran kuisioner dengan waktu kurang satu bulan, batas waktu 1 jam (60 menit). 
2. Kuisioner yang sudah dikembalikan, kemudian diukur dengan menggunakan metode Rating Scale, lakukan tabulasi data, uji validitas dan reliabilitas, tentukan nilai pemahaman rata-rata, dan tentukan kategori.
3. Analisis data berdasarkan gambaran umum responden, analisa crosstabs, dan analisa regresi logistik.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Kuesioner diujikan langsung ke Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dalam rentang waktu 8 Mei sampai 17 Juni 2017. Dari seluruh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang, sebanyak 70 orang (83,33%) diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. 
1. Analisis Deskriptif
1. Karakteristik Responden
Berdasarkan data yang telah diisi oleh responden pada kuesioner penelitian, dapat diketahui karakteristik responden. 
a. Jumlah laki-laki dan perempuan yang menjawab kuesioner adalah sama, yaitu masing-masing sebanyak 35 responden (50%).
b. Jumlah responden Kepala Sekolah sebanyak 38 orang (54.3%) lebih besar daripada Pengurus Barang sebanyak 32 orang (45.7%).
c. Sebagian besar responden berpendidikan S1 yakni sebanyak 25 responden (35.7%), dan sebagian kecil responden berpendidikan Diploma sebanyak 3 responden (4.3%).
d. Jumlah responden yang memiliki rangkap jabatan sebanyak 9 responden (Pengurus Barang merangkap sebagai Guru).
e. Jumlah responden dengan rentang masa kerja paling banyak adalah rentang kerja kurang dari 3 tahun sebanyak 46 responden.
f. Ada sebanyak 45 responden pernah pelatihan aset dan 25 responden belum pernah mengikuti pelatihan aset.
g. Sebagian besar (19 orang) sudah mengikuti dua kali pelatihan, dan hanya satu orang yang mengikuti pelatihan terbanyak (6 kali pelatihan).

2. Uji Validitas dan Reliabilitas
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,82, ini menunjukkan kuisioner penelitian telah reliabel. Sedangkan untuk nilai validitas dilihat dari nilai r hitung masing-masing item, dengan membandingkannya dengan nilai r tabel. Berdasarkan tingkat signifikansi untuk uji dua arah sebesar 0,05 (5%), maka diperoleh r-tabel = 0,2352. Hasil uji validitas untuk masing-masing soal atau pertanyaan diketahui bahwa semua item memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, dapat disimpulkan bahwa semua item telah valid.
3. Analisa Silang (Crosstabs) Pemahaman
Berdasarkan analisa silang pemahaman dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diperoleh:
a. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki (32,9%) dengan kategori paham lebih banyak daripada perempuan (31,4%). Pearson Chi-Square (PCI) sebesar 0,803 menunjukkan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari jenis kelamin.
b. Sebagian besar responden (57,1%) berumur di atas 50 tahun, dimana pemahamannya sebanding, yaitu 28,6% paham dan 28,6% tidak paham. PCI sebesar 0,03 menunjukkan ada hubungan antara umur dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari umur. 
c. Jumlah Pengurus Barang (37,1%) dengan kategori paham lebih banyak daripada Kepala Sekolah (27,1). PCI sebesar 0,007 menunjukkan ada hubungan antara jabatan dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari jabatan. Dengan demikian, Pengurus Barang lebih memahami penatausahaan aset tetap daripada Kepala Sekolah. 
d. Sebagian besar responden (24,3%) adalah Sarjana 1 dengan pemahaman yang lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang lain. PCI sebesar 0,485 menunjukkan tidak ada hubungan antara pendidikan dengan Pemahaman, atau dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan Pemahaman jika dilihat dari pendidikan terakhir.
e. Sebagian besar responden (42,9%) memiliki rentang masa kerja kurang dari 3 tahun dengan pemahaman yang lebih tinggi daripada rentang masa kerja yang lain. PCI sebesar 0,647 menunjukkan tidak ada hubungan antara rentang masa kerja dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari rentang masa kerja.
f. Sebagian besar responden (51,4%) memiliki rangkap jabatan dengan pemahaman yang lebih tinggi daripada responden yang tidak memiliki rangkap jabatan. PCI sebesar 0,017 menunjukkan ada hubungan antara rangkap jabatan dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari rangkap jabatan. 
g. Sebagian besar responden (51,4%) yang pernah mengikuti pelatihan aset lebih memahami penatausahaan aset tetap daripada responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan. PCI sebesar 0,000 menunjukkan ada hubungan antara pernah pelatihan aset dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari pernah pelatihan aset. 

4. Analisis Regresi Logistik Pemahaman
a. Nagelkerke R Square
Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,300. Hal ini mengindikasikan bahwa 30% perubahan pemahaman dijelaskan oleh jenis kelamin, umur, masa kerja, pendidikan, dan jumlah kali pelatihan. Sedangkan 70% ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Nilai Nagelkerke R Square dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Nagelkerke R Square
Model Summary
	Step
	-2 Log likelihood
	Cox & Snell R Square
	Nagelkerke R Square

	1
	73.994a
	.218
	.300



	a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.




 
b. Koefisien Regresi Logistik
Tabel 2. Koefisien Regresi Logistik
	Variables in the Equation
	Model
	B
	S.E.
	Wald
	df
	Sig.

	Step
1a
	Gender
	   .631
	  .591
	1.140
	1
	.286

	
	Umur
	-1.014
	  .448
	5.124
	1
	.024

	
	Pendidikan
	   .030
	  .239
	  .015
	1
	.902

	
	M.Kerja
	  -.207
	  .260
	  .630
	1
	.427

	
	J.Pelatihan
	   .657
	  .271
	5.882
	1
	.015

	
	Constant
	 3.291
	1.899
	3.004
	1
	.083



	                       a. Variable(s) entered on step 1: Gender, Umur, Pendidikan, M.Kerja, J.Pelatihan.





Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari lima faktor yang dianalisa yaitu jenis kelamin, umur, masa kerja, pendidikan, dan jumlah kali pelatihan, hanya dua faktor (umur dan jumlah kali pelatihan) yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. 

5. Kategori Pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai Penatausahaan Aset Tetap
Untuk mengukur pemahaman kepala sekolah dan pengurus barang mengenai penatausahaan aset tetap, terlebih dahulu dilakukan tabulasi data melalui program microsoft excel, kemudian diperoleh nilai, jumlah jawaban benar masing-masing responden, dan nilai total keseluruhan responden. Ketentuan atas tabulasi ini adalah bahwa jawaban benar akan diberi nilai 1 dan jawaban salah akan diberi nilai 0.
Nilai rata-rata pamahaman berdasarkan jumlah soal di kuisioner, bisa diperoleh dengan rumus :
	
Pemahaman rata-rata
	
=
	Jumlah soal di kuisioner

	
	
	2 kategori

	Pemahaman rata-rata
	=
	38

	
	
	2

	Pemahaman rata-rata
	=
	19



Untuk menentukan pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap, bisa diperoleh melalui rumus sebagai berikut :
	
	Pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang
	
=
	Jumlah jawaban benar

	
	
	
	Jumlah responden

	
	Pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang
	
=
	1.406

	
	
	
	70

	
	Pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang
	=
	20,09


Berdasarkan data di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 20,09 dengan kategori penuh 38 atau dengan persentase 52,87% yang artinya pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di atas 50%.
Untuk menentukan pemahaman rata-rata Kepala Sekolah mengenai penatausahaan aset tetap, bisa diperoleh melalui rumus sebagai berikut :
	Pemahaman rata-rata Kepala Sekolah
	=
	Jumlah jawaban benar

	
	
	Jumlah responden

	
Pemahaman rata-rata Kepala Sekolah
	
=
	
700

	
	
	38

	Pemahaman rata-rata Kepala Sekolah 
	=
	18,21


Berdasarkan data di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman kepala sekolah mengenai penatausahaan aset tetap berada pada kategori Tidak Paham (P) dengan nilai 18,21 dengan kategori penuh 38 atau dengan persentase 47,92% yang artinya pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di bawah 50%.
Untuk menentukan pemahaman rata-rata Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap, bisa diperoleh melalui rumus sebagai berikut :
	Pemahaman rata-rata Pengurus Barang 
	=
	Jumlah jawaban benar

	
	
	Jumlah responden

	
	
	

	Pemahaman rata-rata Pengurus Barang 
	=
	706

	
	
	32

	
	
	

	Pemahaman rata-rata Pengurus Barang 
	=
	22,06



Berdasarkan data di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman pengurus barang mengenai penatausahaan aset tetap berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 22,06 dengan kategori penuh 38 atau dengan persentase 58,05% yang artinya pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di atas 50%.
1. Pembahasan
Berdasarkan analisis regresi logistik, faktor yang diduga mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 adalah: jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan responden, masa kerja responden, dan jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti responden.
Dari lima faktor di atas, hanya faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Hal ini senada dengan hasil analisis crosstabs bahwa ada hubungan antara umur Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dengan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap. Begitu juga, ada hubungan antara jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti dengan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dengan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap.
Pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 20,09. Sedangkan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap masing-masing adalah 18,21 (Tidak Paham) dan 22,06 (Paham). 
Dengan demikian, dilihat dari faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016. Secara parsial, Kepala Sekolah tidak memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 sedangkan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016.
Adanya perbedaan hasil pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dimana nilai pemahaman Pengurus Barang lebih tinggi dibandingkan nilai pemahaman Kepala Sekolah mengenai penatausahaan aset tetap dikarenakan pengurus barang merupakan pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus aset tetap dalam proses pemakaian yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari pembukuan, inventarisasi hingga pelaporan aset tetap. Sedangkan Kepala Sekolah selaku kuasa pengguna barang di sekolah bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset tetap yang ada dalam penguasaannya. 
Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat praktis dan tidak begitu membutuhkan keahlian khusus, namun yang lebih dibutuhkan adalah ketelatenan dan kesungguhan pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap. Semakin lama dan semakin sering seseorang melakukan kegiatan penatausahaan maka pemahamannya akan semakin baik. Ini terbukti dengan hasil penelitian bahwa umur dan jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016.

1. Implikasi Penelitian
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi sekolah-sekolah yang berada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang bahwa untuk meningkatkan pemahaman mengenai penatausahaan aset tetap menurut Permendagri 19 Tahun 2016 tidak begitu membutuhkan keahlian khusus, namun yang lebih dibutuhkan adalah ketelatenan dan kesungguhan, terbukti dari hasil penelitian bahwa hanya faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang mempengaruhi pemahaman.

V. PENUTUP
1. Kesimpulan
1. Secara keseluruhan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap berada dalam kategori paham, sedangkan secara parsial didapatkan bahwa Kepala Sekolah tidak memahami penatausahaan aset tetap sedangkan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 
1. Dari lima faktor yang dianalisis, yang diduga mempengaruhi pemahaman mengenai penatausahaan aset tetap adalah jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan responden, masa kerja responden dan jumlah kali pelatihan responden. Namun hanya faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang mempengaruhi Pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. 
1. Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Agar pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah kali pelatihan. Khususnya untuk Kepala Sekolah, agar Pemerintah Daerah sebaiknya memastikan Kepala Sekolah untuk berpartisipasi penuh pada setiap pelatihan aset tetap.  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi dan dilakukan pada lokasi yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi lagi dan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk peningkatan penatausahaan aset tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah .


1. Keterbatasan Penelitian
Kuisioner yang penulis gunakan dalam penelitian ini berisi pertanyaan yang cukup panjang dan banyak, sehingga dikhawatirkan responden merasa bosan dan tidak mengisinya dengan sungguh-sungguh. 
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